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ABSTRAK 

 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA 

KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT 

KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN 

 

NONO M. ZULKARNAIN 

502021022 

 

Perlintasan kereta api yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera 

Selatan, menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di 

perlintasan kereta api dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi materiil 

maupun korban jiwa. Kejadian ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai 

siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut, baik dari segi hukum 

pidana maupun kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. 

Permasalahan yang dikaji daam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggungjawab 

pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI 

Sumatera Selatan? Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang 

menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api? Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan penedekatan 

yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitianya tanggungjawaban 

pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api yaitu dapat 

dikenakan sanksi pidana bagi pihak penyelengara sarana perkeretaapian yaitu PT. 

KAI dengan syarat pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan 

oleh kesalahan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian. Dan juga masinis kereta 

api yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: Unsur-unsur 

perbuatan telah memenuhi rumusan delik pidana, mampu bertanggung jawab, 

perbuatan diancam dengan pidana, mempunyai kesalahan yaitu kesengajaan atau 

kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun tidak ada alasan pembenar. Sanksi 

Pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan 

kereta api yakitu dikenakan terhadap masinis kereta api yang melakukan 

kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dibebani sanksi pidana yang 

terdapat di dalam Pasal 361 KUHP, Pasal 358 KUHP dan Pasal 360 KUHP. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana,  Kecelakaan, Kereta Api 
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ABSTRACT 

 
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS AT RAILWAY 

CROSSINGS: A STUDY ON PT KAI SOUTH SUMATERA REGION 

 

NONO M. ZULKARNAIN 

502021022 

 

The railway crossings in Indonesia, especially in the South Sumatra region, have 

become one of the accident-prone areas.  Accidents at railway crossings can cause 

significant losses, both in terms of material damage and human casualties.  This 

incident often raises questions about who should be held responsible for the 

incident, both in terms of criminal law and the obligation to prevent similar 

accidents.  The issue examined in this research is: How is criminal responsibility 

determined for accidents occurring at railway crossings in the PT KAI South 

Sumatra region?  What are the criminal sanctions imposed on perpetrators who 

cause accidents at railway crossings?  The research method used in this study is 

the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical.  The 

research results on criminal liability for accidents at railway crossings indicate 

that criminal sanctions can be imposed on the railway infrastructure provider, PT. 

KAI, provided that a third party can prove that the damages were caused by 

negligence in the management of the railway infrastructure.  And also the train 

driver who meets the elements of criminal liability, namely: The elements of the 

act have fulfilled the formulation of the criminal offense, capable of being held 

accountable, the act is threatened with punishment, has fault either intentional or 

negligence, there is no exculpatory reason or justifying reason.  Criminal 

sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings are 

applied to train drivers who commit mistakes, whether intentional or 

unintentional, and are subject to criminal penalties as stipulated in Article 361 of 

the Penal Code, Article 358 of the Penal Code, and Article 360 of the Penal Code. 

 

Keywords: Accountability, Criminal, Accident, Train 
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BABlI 

PENDAHULUANl 

A. LatarlBelakang 

 Transportasilmemiliki peranlvital dalamlmenunjang berbagai aspek 

kehidupan manusia dengan memungkinkan pergerakan orang (transportasi 

penumpang) dan barang (transportasi kargo) antar jarak, baik jarak pendek 

maupun jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang, sistem transportasi perlu berkembang, baik dari segi infrastruktur 

maupun ragam moda transportasi yang tersedia. Pengembangan yang terintegrasi 

di antara berbagai moda seperti darat, udara, dan laut tanpa adanya kesenjangan 

yang berarti akan mendukung pertumbuhan komunitas serta memajukan 

perkembangan yang lebih luas. 

 Salah satu jenis transportasi darat yang beroperasi di atas rel adalah kereta 

api. Integrasi transportasi kereta api perlu diatur agar tidak menghambat moda 

transportasi lainnya. Transportasi kereta api termasuk dalam kategori transportasi 

darat yang menggunakan rel sebagai jalur utama. Secara umum, transportasi darat 

meliputi perpindahan individu dan barang menggunakan kendaraan di jalur lalu 

lintas jalan raya, sedangkan transportasi kereta api secara khusus mengacu pada 

perpindahan individu dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan 

menggunakan kereta. 

Kereta api, sebagai sarana transportasi, merupakan kendaraan bermotor 

yang dapat beroperasi sendiri atau terhubung dengan kendaraan lain, dan bergerak 

khusus di jalur rel. Ciri khas ini memungkinkan kereta api untuk berjalan hanya di 
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jaringan rel yang telah ditetapkan, memberikan keuntungan berupa pergerakan 

yang bebas dari gangguan lalu lintas lainnya. Namun, di sisi lain, ini juga 

menjadikan kereta api memiliki fleksibilitas lebih rendah dibandingkan dengan 

sarana transportasi lainnya, karena pergerakannya terbatas pada jalur rel tertentu 

saja.  

Kereta api berperan sebagai sarana transportasi massal yang biasanya 

terdiri dari sebuah lokomotif (kendaraan bertenaga sendiri) dan rangkaian kereta. 

gerbong atau kereta yang saling terhubung. Susunan gerbong ini memiliki ukuran 

yang cukup besar, memungkinkan pengangkutan penumpang atau kargo dalam 

jumlah besar. Untuk memindahkan barang dalam jumlah besar, kereta api bisa 

terdiri dari 50 gerbong, yang ditarik oleh lokomotif. Contoh dari jenis ini adalah 

kereta batubara "babaranjang" di Sumatera Selatan, yang khusus dibuat untuk 

mengangkut batubara dalam skala besar.
1
 

Dalam era yang semakin berkembang pesat saat ini, transportasi darat 

seperti kereta api menjadi sarana penting yang diperlukan untuk mempermudah 

perjalanan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Peningkatan frekuensi 

perjalanan kereta api berdampak besar pada perlunya perbaikan langkah-langkah 

keselamatan dan kenyamanan di perlintasan kereta api, demi memastikan 

penumpang tiba di tujuan dengan aman dan nyaman. Namun, tujuan ini belum 

sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat berbagai kekurangan dalam 

infrastruktur pendukung sistem perkeretaapian, banyaknya perlintasan kereta api 

yang belum dilengkapi dengan palang pengaman. 

                                                           
1
 Faissa Siska, ―Pertanggungjawaban Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divre Ii Sumatera 

Barat Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api Executive Summary,‖ (Padang, Universitas Bung 

Hatta, Skripsi. 2023. 
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 Perlintasan antara jalur KAI dan jalan utama disebut sebagai "Perlintasan 

Sebidang,‖
2
 di mana perlintasan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai 

1. dilengkapi dengan palang;   

2. tanpa petugas penjaga. 

Perlintasan ini tetap menjadi faktor penyebab tingginya jumlah lakatantas yang 

melibatkan kendaraan bermotor dan KAI. Hal ini disebabkan akibat dari kelalaian 

pengemudi serta minimnya fasilitas pendukung di area jalur perlintasan.
 3

 

Menurut data dari DirektoratlJenderal Perkeretaapianl (2019), lterdapat 

4.854lperlintasan sebidangl (92,67lpersen) dan 384lperlintasan non-sebidangl 

(7,33lpersen). Dari total perlintasanlsebidang tersebut, 1.238ldi antaranyaldijaga 

(23,63lpersen), 2.046 tidak dijaga (39,06 persen), dan 1.570 merupakan 

perlintasan ilegal (29,97 persen). Masalahlperlintasan sebidanglmasih menjadi 

perdebatan: Dilsisi masyarakatlsangat membutuhkanlakses yang lebihlpendek, 

tetapildi sisi lain, perlintasanlini juga membawa risiko yang signifikan.
4
 

Ketidakjelasan dalam peraturan mengenai tanggung jawab hukum bagi 

korban yang terdampak bahaya perlintasan sebidang tanpa palang pintu masih 

berlangsung. Salah satu contoh nyata adalah kecelakaan yang melibatkan dua 

siswa SMP DesalTanjung Ning, KecamatanlSaling, KabupatenlEmpat Lawang. 

Insiden ini terjadildi perlintasan kereta api yangltidak dijaga, yanglmenyebabkan 

                                                           
2
 Peraturan Pemerintah RI, ―Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Kereta API Pasal 110 Ayat 1.  
3
 Rico Angga Setiawan and Anggrita Esthi, ―Pertanggungjawaban Perdata Pt. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian,‖ Jurnal Magister Ilmu Hukum 14, no. 1 (2024): 106–122, 

https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.257. 
4
 Djoko Setijowarno, ―Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?,‖ accessed October 

4, 2024, lhttps://properti.kompas.com/read/2019/09/09/190000121/perlintasan-sebidang-tanggung-

jawabl-siapa? lpage=all. 
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satu korban meninggal dunia dan satu siswa lainnya mengalami luka serius. 

Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Oktober 2018. 
5
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan bahwa "Di perlintasan sebidang antara 

jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan harus memberi prioritas kepada kereta 

api." Artinya, pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di perlintasan 

tersebut. Namun, kenyataannya, banyak perlintasan sebidang yang tidak 

dilengkapi dengan palang, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang 

melibatkan kereta api. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut 

menyumbang tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api.  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Kereta Api, yang tertera dalam Pasal 114, menyatakan bahwa "Di perlintasan 

antara jalur kereta api dan jalan utama, pengemudi kendaraan bermotor 

diharuskan untuk:  

a. Stop saat alarm bunyi, penghalang pintu perlintasan akan menutup, 

dan/atau sinyal peringatan lain aktif;   

b. Memberikan prioritas kepada kereta yang melintas; dan   

c. Berikan kesempatan bagi kendaraan yang sudah berada di atas rel untuk 

menyelesaikan perjalanannya. 

 

Menurut Pasall124 Undang-UndanglNomor 23 Tahunl2007 tentang 

Perkeretaapianldan Pasal 114lUndang-Undang Nomorl16 Tahun 2016ltentang 

LalulLintas danlAngkutan Kereta Api, pengemudi kendaraanldiwajibkan untuk 

memprioritaskan keretalapi saat melintasi perlintasan kereta api. Namun, masih 

banyak kecelakaan fatal terjadi di perlintasan sebidang tanpa penjagaan, sering 

                                                           
5
 Khairina Aji YK Putra, ―DualRemaja DitabraklKereta, SatulTewas SatulKritis,‖ 

accessed October 4, 2024, https:// lregional.kompas.com/read/2018/10/02/14205161l/dua-remaja-

ditabrak-lkereta-satu-tewas-lsatu-kritis. 
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kali disebabkan oleh minimnya tanda dan sinyal peringatan bagi pengemudi. Hal 

ini menekankan pentingnya kesadaran pengemudi, meskipun peningkatan 

kelengkapan fasilitas tetap faktor penting dalam mengurangi angka kecelakaan di 

perlintasan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian skripsi 

yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP 

TERJADINYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI 

PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN” 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

yang timbul adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tanggungjawab pidana terhadap terjadinya kecelakaan di 

perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan?   

2. Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan 

kecelakaan di perlintasan kereta api?  

C.   Ruang Lingkup  

 Mengingat luasnya materi terkait tanggung jawab korban kecelakaan 

kereta, penting untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan agar analisis 

dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tajam. 

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

skripsi ini menitikberatkan pada kajian tanggung jawab pidana bagi pihak yang 

bertanggungljawab ataslkecelakaan dilperlintasan keretalapi, dengan studi khusus 

pada PT KAI di wilayah Sumatera Selatan, serta sanksilpidana yangldiberikan 
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kepadalpelaku yanglmenyebabkanlkecelakaan tersebut. Meskipun demikian, 

topik-topik terkait yanglberhubungan denganlpokok masalahljuga dapat dibahas 

jika relevan. 

D.   TujuanlPenelitian 

Tujuanldari penelitianlini adalahlsebagai berikut:  

a. Untuklmengetahui danlmenganalisis bagaimana tanggungjawab pidana 

terjadinya kecelakaan dilperlintasan kereta apildi wilayah PTlKAI 

Sumatera Selatan 

b. Untuk memahami dan meneliti apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi 

pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api 

E. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoretis   

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada ranah akademik dengan menyajikan pemahaman mengenai mekanisme 

pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan kereta api, yang akan menjadi 

pengetahuan yang bermanfaat. Fokus utama mencakup tanggung jawab pidana 

dan sanksi pidana yang terkait. 

2. ManfaatlPraktis   

Dalam praktiknya, penelitianlini diharapkanldapatlmemberikan kejelasan 

mengenai aturan hukum yang berlaku terkait tanggung jawab pidana dan sanksi 

dalam kasus kecelakaan kereta api. 
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F. Kerangka Konseptual   

Dengan demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat 

berdasarkan topik penelitian berikut.:  

a. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang membuat 

seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya jika terbukti 

melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk 

menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau 

tidak.
6
 

b. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada 

individu yang melakukan tindak kriminal, sebagaimana ditetapkan oleh 

undang-undang. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk teguran terhadap 

tindakan pelaku dan bertujuan agar pelaku merasakan dampak dari 

perbuatannya.
7
 

c. Korban kecelakaan adalah individu yang menderita akibat kecelakaan. 

Korban kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok: korban meninggal, individu yang terluka parah, dan mereka 

yang mengalami luka ringan.
8
 

d. Kereta api merupakan kendaraan rel yang memiliki tenaga penggerak, 

dapat beroperasi secara mandiri atau tersambung dengan kendaraan rel 

                                                           
6
 Krismiyarsi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual (Semarang: Pustaka 

Magister, 2019). 
7
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). 

8
 Bambang Waluyo, VIKTIMOLOGI Perlidungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2019). 
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lainnya, dan dirancang untuk bergerak di atas rel sebagai bagian dari 

sistem operasional perkeretaapian.
9
 

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu: 

NO Nama & Judul 

Penelitian 

Permasalahan Kesimpulan 

1 Alesandro 

Riskianto  

(Fakultas Hukum 

Universitas 

Bhayangkara 

Surabaya) 

Skripsi (2020) 

 

―Pertanggungjawab

an pidanaldalam 

kasuslkecelakaan 

terhadaplkereta api 

antabogal (1002) 

denganlkeretalapi 

raja wali 

(49)‖(StudilNomor: 

167/Pid.Bl/2010/P

N.Bjn)  

1. Apa saja bentuk 

tanggung jawab 

hukum dan tanggung 

jawab pidana terkait 

dengan 

2.  masinis dan asisten 

masinis kereta 

Rajawali dalam 

kaitannya dengan 

kecelakaan yang 

melibatkan kereta 

Antaboga? 

 

2. Bagaimana 

penerapan prosedur 

sanksi pidana sesuai 

dengan Undang-

Undang No. 27 Tahun 

2007 tentang 

Perkeretaapian dan 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dalam 

kasus kecelakaan 

tabrakan kereta api? 

Dalam menuntut secara 

pidanalpara terdakwa, (I) 

DidiklMardiyono dan (II) 

BayulTripujolAsmoro, 

mereka dijerat dengan 

Pasall206 ayat (1) 

Undang-UndanglNomor 

23 Tahunl2007ltentang 

Perkeretaapian. Pasal ini 

mengatur bahwa kru 

keretalapi yang 

mengoperasikan kereta 

dan tidak mengikuti 

instruksi pengatur lalu 

lintaslkereta api, sinyal, 

ataultanda-tanda yang 

ditetapkan dalam Pasal 

122layat (3) ldan (4), yang 

menyebabkan kecelakaan 

kereta api dan kerusakan 

pada properti, dapat 

dikenakan hukuman 

penjara dengan maksimum 

1 (satu) tahun. 

                                                           
9
 Sri Setiadji ArieflRachmad Hidayat, lHufron, ―TanggunglJawab Pt. KeretalApi 

(Persero) TerhadaplPenumpang YanglMenjadi KorbanlKecelakaan Kereta Api,‖ JurnallAKRAB 

JUARA 5 (2020): 9–25l. 
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2 Andien Muarifah 

Primawati 

(Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas 

Maret) 

Skripsi (2024) 

 

―TanggungJawab 

PT.KAI (Persero) 

Terhadap 

Kecelakaan 

KeretaApi Pada 

Keselamatan 

Penumpang‖ 

1. Bagaimana konsep 

keselamatan bagi 

penumpang yang 

diterapkan oleh 

penyedia layanan 

kereta api? 

 

2. Tanggung Jawab 

Kompensasi dalam 

Kasus Kecelakaan 

oleh Operator 

Infrastruktur 

Perkeretaapian 

Indonesia 

PT Kereta Api Indonesia 

bertanggung jawab kepada 

pengguna layanan atau 

penumpang jika terjadi 

kecelakaan yang 

disebabkan oleh operasi 

kereta api, dengan jaminan 

asuransi dari PT Jasa 

Raharja. Asuransi ini 

memberikan kompensasi 

atas kerusakan atau 

kerugian serta dukungan 

finansial bagi penumpang 

yang mengalami kerugian, 

cedera, atau kematian 

akibat operasi kereta api. 

3 Adelia Dwi Agata 

(Universitas 

Stikubank 

Semarang) 

Skripsi (2020) 

 

―Perlindungan 

penumpang 

kecelakaan kereta 

api di daerah 

operasi 4 

semarang― 

1. Bagaimana 

tanggung jawab PT. 

Kereta Api Indonesia 

Wilayah Operasi 4 

Semarang terhadap 

kerugian yang dialami 

penumpang akibat 

kecelakaan tersebut? 

2. Apa saja tantangan 

yang dihadapi PT. 

Kereta Api Indonesia 

Wilayah Operasi 4 

Semarang dalam 

usaha melindungi 

penumpang ketika 

terjadi kecelakaan? 

PT. Kereta Api Indonesia 

Wilayah Operasi 4 

Semarang telah 

melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai 

dengan Pasal 87, 157, dan 

167 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian, yang 

mencakup melakukan 

evakuasi secara cepat, 

mengantarkan korban ke 

rumah sakit terdekat, serta 

memberikan kompensasi 

antara Rp 500 ribu hingga 

Rp 50 juta. 

 

 Dari ketiga Studi terdahulu di atas yang membedakannya dengan 

penelitian saya yaitu pada penelitian pertama yang dibuat oleh Alesandro 

Riskianto fokus pada Pembahsan dpertanggungjawaban pertanggungjawaban 

pidana bagi masinis dan asisten masinis kereta Rajawali sehubungan dengan 
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kecelakaan yang melibatkan kereta lain. Sebaliknya, penelitian kedua yang 

dilakukan oleh Andien Muarifah Primawati mengkaji tanggung jawab PT KAI 

terhadap pengguna layanan atau penumpang dalam kasus kecelakaan yang 

disebabkan oleh operasi kereta api. Penelitian ketiga oleh Adelia Dwi Agata 

menitikberatkan pada tanggung jawab PT KAI, Wilayah Operasi 4 Semarang atas 

kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api yang menyebabkan cedera atau 

kematian terkait dengan operasi kereta. Sebagai perbandingan, penelitian saya 

memfokuskan pada tanggung jawab pidana dan sanksi bagi korban kecelakaan di 

perlintasan kereta api tanpa penjagaan. 

H.  Metode Penelitian   

1.   Jenis Penelitian:  

Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah jenis penelitian 

Yuridis Empiris, Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data 

lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. 

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai 

perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu 

berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.
10

 

2. Sumber Data 

Studi ini mengandalkan dua jenis data: data primer dan data sekunder. 

a. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari 

individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan wawasan terkait 

                                                           
10

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2021). 
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isu-isu utama dalam penelitian tesis ini, yang diperoleh melalui 

wawancara.. 

b. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan 

pustaka, yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier.
11

 

1) Materi hukum utama (perundang-undangan) mencakup undang-undang 

dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.  

2) Materi sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, sumber daya 

internet, majalah, surat kabar, artikel, pendapat pakar (doktrin hukum), 

serta materi hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini. 

3) Materi hukum tersier yang dipakai dalam tesis ini meliputi kamus, 

ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, serta 

sumber daya daring. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Studi perpustakaan mengacu pada metode pengumpulan data yang 

melibatkan pemeriksaan bahan hukum melalui membaca, meneliti perpustakaan 

yang relevan dengan topik penelitian, dan mengumpulkan informasi dari internet 

serta data lapangan sebagai informasi tambahan. 

4. Analisis  Data  

                                                           
11

 Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, ―Metode Penelitian 

Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,‖ 

Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat 8, no. 2 (2023): 394–

408. 
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Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, 

melibatkan pengorganisasian sistematis data yang dikumpulkan diikuti dengan 

analisis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
12

 

I. Sistem Penulisan  

Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kerangka penulisan, 

Penulis telah mengatur metodologi penulisan secara sistematis. Kerangka ini 

terbagi menjadi 4 (empat) bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan sub-bab 

yang dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang hasil penelitian secara 

keseluruhan. Strukturnya adalah sebagai berikut:  

BAB 1: PENDAHULUAN   

Pada bagian pendahuluanlini, penulislmemberikan gambaranlumum mengenai 

penelitian, lyang mencakup latarlbelakang, perumusanlmasalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi-studi 

sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan struktur penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA   

Bab kedua dimulai dengan Pengertian Pertanggungjawaban, Konsep 

Pertanggungjawaban Pidana, Kemampuan Bertanggung Jawab, Kesengajaan, 

Kealpaan (Culpa), Tindak Ada Alasan Pemaaf, TinjauanlUmum TentanglPidana 

danlPemidanaan, Pengertia Pidana, lPemidanaan, TinjauanlUmum Tentang 

KorporasilSebagai Subjek Hukum, PengertianlKorporasi, SejarahlDan 

PerkembanganlKorporasi Sebagai Subjek HukumlPidana, SejarahlSingkat 

PertanggungjawabanlKorporasi, TinjauanlUmum TentanglSejarah danlPengertian 
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 Lexy. J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2019). 
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PerkeretaapianlIndonesia, GambaranlUmum Sejarah PTlKereta ApilIndonesia, 

PengertianlPerkeretaapian DilIndonesia, PengertianlRel Kereta ApilDan Faktor-

FaktorlTerjadianlKecelakaan. 

BABlIII: HASILlPENELITIAN DANlPEMBAHASAN   

Bab ini menyajikan tanggungjawab pidana terjadinya kecelakaan di perlintasan 

kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan dan sanksi pidana yang dikenakan 

bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api. 

BABlIV: KESIMPULANlDAN SARANl   

Dalamlbab penutup ini, penulislakan merangkum beberapalkesimpulan untuk 

mengatasi masalahlyang diangkat dan memberikan rekomendasi berdasarkan 

pemahaman penulis. 
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